
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

Mcnimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABtJPATEN BOJONEOORO 
NOMOR 13 TAHUN 2011 

TENTANG 

PAJAK PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEOORO, 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Oaerah yang mengatur Pajak Parkir 

perlu diganti; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, 

diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak 

Parkir. 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya 
Daerah Tingkat 11 di lingkungan Propinai Jawa Timur 
(diwnumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubaha dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000, Nomor J 29, Tambahan Lembaran 

Negara N!)mor 3987); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darl 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3815); 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dcngan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemcrintahan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan; 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

9. 

Pembentukan Peratu.ran Perundang-Undartga:n 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5234); .,, 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165, Tam'oahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

JI. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5161); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 

Wajib Pajak: (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179); 
13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 

1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1988 

Nomor 2 Seri C); 
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15. Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Oinas Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Oaerah Kabu paten Bojonegoro 
Tahun 2008 Nomor 5) sebagromana telah diubah dengan 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 

2010 (Lembaran Daerab Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2010 Nomor 6) ; 

Dengan Peraetujuan Benama 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Dan 
BUPATIBOJONEGORO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapk&D : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Paw 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati. 
4 . Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 
S. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesaruan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidal< melakukan 
usaha yang meliputi perseroan te.rbatas, pcrseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Mililc Negara (BUMN) dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
perse.kutuan, perkumpulan, yayasan. organisasi massa, organisasi 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap. 
6. Pajak Parkir adalah pajak atas Penyelenggaraan Parkir diluar badan 

jalan, baik dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor . 

7. Masa Pajak adalah jangka waktu I (satu) bulan kalender a tau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraruran Kepala Daerah paling lama 3 
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 
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8. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegjatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 
I 0. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/ a tau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan 
objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya d.isingkat SKPD, adalah 
surat keterangan pajak yng menentukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak, jumlah kredlt pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrative, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya d.isingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya d.isingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok Plli.u< 
sama besamya dcngan jumlah kred.it pajak atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. 
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya d.isingkat 

SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kred.it pajak lebih b~'HIT darl 
pada pajak yang terutang atau scharusnya tidak terutang. 

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya d.isingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan_ tagihan pajak dan/atau sanksi administrative 

berupa bunga dan/ a tau denda. 
17. Surat Keputusan Pembctulan adalah surat kcputusan yang membetulkan 

kesalahan tlilis, kesalahan hitung, dan/ atau kekel.iruan dalam penerapan 
ketentuan tertcntu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pcmberitahuan Pajak Terutang. Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Kctetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Kctctapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar. Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan atau Surat Kcputusan Keberatan. 
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Pa■al 4 

(!) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan 
parkir kendaraan bermotor. 

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Sadan yang 
menyelenggarakan tempat Parkir, 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CA.RA PENGHlTUNGAN PAJAK 

PaaalS 

(I) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau y!IJ'ig 
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. 

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tennasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma..:uma yang diberikan 
kepada penerima jasa Parkir. 

Pa■al 6 

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

Paaal7 

Sesaran pQkQk Pajal< Parkir yaµg teruta11g dihitung dengan cara mengalikan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 
s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Paaal8 

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parker 
berlokasi. 

Pasal? 

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) bulan 

kalcnder. 

Paaal 10 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada 
Penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SPTPD. 
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BAB IV 
PEMUNGOTAN PAJAK PARKIR 

Paaal 11 

(I) Pemungutan Pajak Parkir dilarang diborongkan. 

(2) Wajlb pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar 
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan 
menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

mengisi SPTPD dengan jelas, benar lengkap dan ditandatangani oleh 

Wajib Pajak atau kuasanya, serta disampaikan kepada Kepala Daerah 

atau pejabat yang ditunjuk. ~~ 

(4) SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk 
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

Paaal 12 

(1) Dalarn jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan : 
a . SKPDKB dalarn hal : 

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, 
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam 
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur seeara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalarn 
surat teguran; 

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. 

b. SKDKBT jika ditemukan data baro dan/ a tau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penarnbahan jumlah pajak 
yang terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sarna besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalazn SKPDKB sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) huruf a angka I) dan angka 2) dikenakarl sanksi 
administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi admJnistrative berupa 
kcnaikan sebcsar I 00% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 



• 8 • 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dllakukan tindakan 
pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang ten.11ang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrative berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lilna persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saatr terutangnya pajak. 

. ... 
Paaal 13 

Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan "dab 
penyampaian SKPD, SKPD~, SKPDKBT, SKPDN Iebih lanjut diatur dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 

BABV 
SURAT TAGIHAJII PAJAK 

Paaal 14 

(I) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: 
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. Dari hasil penelitian SPTD terdapat kekurangan pembayaran 

sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hi tung; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga 

dan/ atau denda. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan Sanksi Administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dan ditagih melalui STPD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai, isi dan Tata Cara Penyampaian STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah. 

Pa.al 15 

(I) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dan waktunya 
dapat ditagjh dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 



• 9 • 

BAB VI 
KEBERATAN DAN BANDING 

Paw 16 

(1) Wajib pajak dapat mcngajukan kebcratan hanya kepada Kepala Daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a . SKPDKB ; 
b. SKPDKBT; 
c. SKPDLB; 
d. SKPDN; dan 
e. Pemotongan atau pemungutan o leh pihak Ketiga berdasarkan 

kctcntuan peraturan pcrundang-undangan perpajakan daerah 
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia deng'!ll'f 

diserta.i alasan-alasan yang )elas. 
(3) Keberatan harus diajukan· dalam jangka waktu paling lama 3 (tigii) 

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!), kecuali jika Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jansJ<a waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling 
sedikit sejumlah yangtelah disetujui Wajib Pajak. 

(5) keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebaga.i Surat 
Keberatan schingga tidal< dipcrtimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan surat kebcratan yang diberikan o leh Kepala Daerah 
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan 
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti pcnerimaan surat 
keberatan. 

Paw 17 

(I) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan, 
sejak tanggal Surat Keberatan ditcrima, harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atau sebagian, menolalc, atau menambah besamya pajak yang terutang 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (!) telah lewat 
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pual 18 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan pcrmohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mcngenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
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(2) Permohonan banding sebagaimana d.imaksud pada ayat (J J diajukan 
sccara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan scjak keputusan diterima, dilampiri salinan 

dari surat kcputusan keberatan tersebut. 
(3) Pengajuan pennohonan banding menangguhkan kewajiban membayar 

pajak sampai dengan I (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 

Banding. 

Paaal l9 

(1) Jika pengajuan kebcratan atau permohonan banding dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan 
dengan ditarnbah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
untuk paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan. ""' 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dengan ditcrbitkannya SKPDLB. 

(31 Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan 
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebclum mengajukan 

kebcratan. 
(4) Dalam ha! Wajib Pajak mcngajukan permohonan banding, sanksi 

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalam ha! permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak clikenai sanksi administrative berupa dcnda sebesar 100% 
(seratus perscn) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 
dikurangi dengan pcmbayaran pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan pennohonan. 

BAB VII 
PEIIIBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, 

DAN PENGHAPtlSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADIIIINISTRATIF 

Paw 20 

(1) Atas pennohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kcpala Daerah 
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang dalam pcncrbitannya terdapat kcsalahan tulis dan/ atau 
kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan pcne.rapan ketentuan tcru:ntu 
dalam peraturan perundang•undangan perpajakan daerah. 

(2) Kepala Daerah : 
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative berupa 

bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut 
peraturan perundang•undangan perpajakan daerah, dalam ha! 
sanksi tersebut dikenakan karena kckhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya; 
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b. Mengurangkan atau membau>.lkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPQ, 
SKPON atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. Membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang 
clitentukan; dan 

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi 
tertentu objek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrative dan penguran~an atau pembatalan 
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Paul 21 

(I ) Pembayaran pajak parkir dilakukan ell Rekening Kas Umum Oaerah 
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

(2) Pembayaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

tunai/lu.na.a. 
(3) Apabila pembayaran dilakukan ell tempat lain yang elltunjuk, hasil 

penerimaan pajak oleh petugas harus ellsetor ke Rekening Kas Oaerah 
Kabupaten Bojonegoro paling lambat I x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Kepala Oaerah. 

Pual 22 

(1) Surat Teguran atau SUrat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis 
seba.gai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 

(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

\2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau 

Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis disampaikan kepada 

Wajib pajak, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang teruta.ns, 

(3) SUrat Teguran atau Sura! Peringatan atau Surat Lain yang sejenis 
sebagaimana pada ayat (1) dlkeluarkan oleh Kepala Oaeralt atau Pejabat 

yang ditunjuk. 

BABVII 
KEDALUARSA PENAOIHAN 

Paaal 23 

( I) Hale untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa apabila telah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak 
pidana ell bidang pajak daerah. 
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(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (J) di 

atas tertangguh apabila: 
a. Ditetapkan Surat Teguran; atau 
b . Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib pajak balk langsung 

maupun tidak Jangsung. 
{3) Piutang pajak yang tidal<: mungkin ditagih Jagi ~na hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

BAB VIII 
PENYIDIKAN 

Paaal :24 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dalazn melaksanakan 

tugas mempunyai wewenang : 
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan kerkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
agar keterangan atau Japoran tersebut menjadi lebih Jengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangllll mengenai Ot'al'lg 
prlbadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang diJakukan 
sehubungan dengan tindak perpajakan Daerah; 

c. Memint.a keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah; 

d . Memeriksa buku, catatan dan dol.curnen Jain berl<enaan deogan tind.aj( 
pidana dibidang perpajakan Daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen Jain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta banl;l.lan tenaga ahli (lalam rangka pelaksanaan tl,lgas 
penyiclikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang mertlnggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang. benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan 

Daerah; 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau 



k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kclancaron penyidikan 
tindak pidana di bidang i'erp<,jakan !),,:,~-rah scsuai den"gan peraluran 
Perundang-undangan. 

(4) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) di alas, memberitahukan 
dimuJainya penyidikan dan mcnyam.paikan basil penyidikannya kcpada 
Penuntut Umum meJalui Pcnyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, scsuai dengan k etentuan yang diatur da.Ja.m Undang-Unda.ng 
Hukum Acara Pidana. 

BAB IX 
KETENTUAH PIDAHA 

PuaJ 25 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyam.~ SPTPO atau 
mengisi dengan lidak bcruu: a.tau tidak lcngkap atau melampirkan 
ketera.ngan yang tidak bena.r schingga mcrugikan kcuangan daerah 
dipidana deng.nn pidanan kurungan paling lama l (satu) tahun a.tau 
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPO atau 
mengisi dengan tidak benar atau lidak lengkap atau mclampirkan 
kcterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dipidana deogan pidanan kurungan paling lama 2 (dua) tahun a.Lau 
denda paling lxmyak 4 (cmpal) k;,li jumlah Pajak tcrutang yru,g tidak 
atau kurang dibayar. 

PuaJ. 26 

Pcraturun Daerah ioi mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmcrintahkao pcngundangan Pcraturan 
Daerah ini dcngan pencmpatannya daJam Lcmba.ran Daerah Kabupatcn 
Bojonegoro 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada langgaJ 10 Nopember 2011 

Ditctapk.ao di Bojonegoro 
pada tanggal 10 Nopember 201 I 
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ltd 
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8EKRETARI8 DAERAH KABUPATE!f BOJONEGORO 

ttd. 
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PENJELASAN ATAS 
PE RATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR 13 TAHUN 201 1 

TENTANG 

PAJAK PARKIR 

I. PENDAHULUAN 

Bahwa dengan clitetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 

2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 

tentang Pajak Daerah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, sebagai salah satu upaya untuk 

mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, 

pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah. (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak 

Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu 

clitingkatkan. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi 

daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan perluasan Kewenangan 

perpajakan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan 

kewenangan kepada Daerah dalam pcnelapan tarif, berkaitan dengan 

pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, daerah cliberi kewenangan 

menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum dalam Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2009. 

IJ. PASAL DEMI PASAL : 

Pasal I 
Cukup Jelas. 

Pasal 2 
Cukup Jelas. 

Pasal 3 
Ayat (I) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 



Pasal 4 
Ayat (!) 

Cukup Jelas. 
Ayat 12) 

Cukup Jelas. 

PasaJ 5 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 6 
Cukup Jelas. 

PasaJ 7 
Cukup Jelas. 

Pasal 8 
Cukup Jelas. 

PasaJ 9 
CUkup Jelas. 

Pasal JO 
CUkup Jelas. 

Pasal 11 
Ayat (I) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

CUkup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4 ) 

CUkup Jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Pasal 13 
Cukup Jelas. 
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Pasal 14 
Ayat (I) 

Cukup Jelas. 
Ayat {2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 
Ayat (6) 

Cukup Jelas. 
Pasal 17 

Ayat (I) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Pasal 18 
Ayat(l) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 19 
Ayat (I) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jclas. 
Ayat (3) 

Culrup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas 
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Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat [2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

CUkupJelas. 
Ayat (2) 

Cukup J elas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 22 
Ayat (!) 

CUkup Jclas. 
Ayat (2) 

CUkup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 23 
Ayat (I) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 

Cukup Jelas. 
Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Pasal 25 
Ayat (I) 

CUkup Jelas. 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Pasal 26 
CUkup Jelas. 
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18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pem\lngutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

19. Putusan Banding adalah puwsan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta juri'!lah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 

periode Tahun Pajak tersebut. 

21. Instansi Pemungut adalah dinas/badan/lembaga yang tigas pokok dan 
fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak. 

BABU 
MAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pa&a12 

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat 
Parkir diluar badan jalan, balk yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Paaal3 

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan ,empe.t Pwkir di lv.w bad.¥ 
jalan, baik yang disediak,µl berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor. 

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
a. penyelenggaraan t.empat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan Pemerinte.h Daerah; 
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri. 


